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Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, dikenal sebagai |dquo;hotspot
rdquo; perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar karena perannya sebagai peyuplai terbesar di kawasan
Asia Di saat yang sama, Indonesiajuga dikenal sebagai negara dengan laju penurunan keanekaragaman
hayati yang tinggi. Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh maraknya perdagangan ilegal jenis
tumbuhan dan satwa liar. Selamaini, upaya penegakan hukum atas kejahatan tersebut hanya berfokus pada
jenisyang dilindungi saja. Hal ini dikarenakan Undang-undang No. 5 tahun 1990 sebagai induk kebijakan
konservas di Indonesiatidak memberikan ketentuan sanksi yang memadai terhadap kegiatan perdagangan
ilegal jenis tumbuhan dan satwa liar, khususnya bagi jenis yang tidak dilindungi. Padahal, terdapat banyak
jenis, yang tidak termasuk jenis yang dilindungi, namun berada dalam kondisi populasi yang terancam dan
masi h diperdagangkan secara bebas. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tujuan untuk mencari
aternatif instrumen penegakan hukum yang dapat menjerat para pelaku perdagangan ilegal jenis tumbuhan
dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang. Dengan mengambil sudut pandang yang lebih luas
terhadap aktifitas perdagangan, tidak terbatas pada aktifitas jual beli saja, maka terdapat beberapa undang-
undang yang dapat dijadikan alternatif instrumen penegakan hukum terhadap kejahatan ini, yaitu ; undang-
undang tindak tindak pidana korupsi, undang-undang kepabeanan, undang-undang karantina ikan, hewan,
dan tumbuhan, undang-undang kehutanan, serta undang-undang perikanan. K eberadaan undang-undang ini
dapat menjadi solusi untuk mengisi kekosongan hukum, namun, hal ini tidak mengurangin urgensi untuk
mengevaluas kebijakan dalam undang-undang konservasi sumber daya alam hayati yang selamaini berlaku
di Indonesia.

Indonesia, as one of the countries that has very high rates of biodiversity, iswell known as the ldquo hotspot
rdquo of international wildlife trade because of itsrole as the biggest supplier in Asia. However, Indonesiais
also well known as the country that experienced massive biodiversity degradation, which is mostly caused
by the high number of illegal trading of plant, animal, and other wildlife form. Until this very day, the law
enforcement on illegal wildlife trade is only focused on protected species because Undang Undang No. 5
tahun 1990, as the prime reference of conservation rsquo s policy in Indonesia, does not provide adequate
instrument of sanction on illegal trade of unprotected species, whereas there are lots of speciesin Indonesia
that are threatened in the wild and are still being traded illegally. This research isusing juridical normative
approach, with the purpose to provide an alternative instrument of law enforcement onillegal trading of
unprotected species from another act aside of Undang Undang No. 5 tahun 1990. If we consider the trade of
wildlife as more than a process of selling and buying, then there are some acts that can be used as an
alternative of law enforcement instrument, such as an anti corruption act, anti money laundering act, custom
act, quarantine act, forestry act, and fisheries act. Those acts are used only as an alternative, and it does not
lessen the urgency to evaluate the current conservation policy in Indonesia itself.
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